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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bergulirnya refomasi telah membawa perubahan paradigm dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia, dimana transparansi sebagai salah satu aspek dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut penyelenggaraan 

pemerintahan yang semakin terbuka. Prinsip dari transparansi menjadi suatu 

semangat bagi Negara demokrasi dengan mengakui kedaulatan rakyat untuk 

terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun melakukan 

kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. melalui semangat 

keterbukaan, Negara memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat 

mengakses informasi- informasi terkait kepentingan publik yang dikuasai 

pemerintah. Melalui semangat transparansi menuntut penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
1
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F 

disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serha berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi. Untuk 

memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu 

dibentuk suatu regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. 
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Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang terbuka adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Hak atas kebutuhan informasi menjadi suatu hal 

yang penting karena akan semakin terbukanya penyelenggaraan suatu negara yang 

dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga penyelenggaraan negara makin dapat 

dipertanggungjawabkan. Hak agar setiap orang memperoleh informasi juga 

relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan publik. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat tidak 

berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
2
  

Dengan adanya Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik 

maka menjadi suatu hal yang sangat pnting karena merupakan sebagai landasan 

hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan informasi; 

kewajiban dari badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi 

secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan sederhana; pengecualian bersifat ketat 

dan terbatas; badan publik berkewajiban untuk dapat membenahi sistem 

dokumentasi dan pelayanan informasi.
3
 

Dengan lahirnya sebuah regulasi tentang keterbukaan informasi, maka 

menjawab desakan masyarakat akan keterbukaan informasi sebagai langkah baru 

dalam membangun sistem pemerintahan yang baik, sekaligus mencatat sejarah 
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dimana Indonesia menempati posisi ke-76 dunia dan ke-5 di asia sebagai negara 

yang telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara legal hukum.
4
. 

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi merupakan salah satu 

upaya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), karena informasi 

merupakan kebutuhan pokok oleh satiap orang, selain hal tersebut dengan adanya 

keterbukaan informasi maka setiap masyarakat dapat memantau dan berpartisipasi 

dalam roda pemerintahan yang sedang berlangsung. Keterbukaan informasi publik 

merupak salah satu bentuk praktik good governance, dimana prinsip dalam 

menjalankan good governance tidak akan terjadi tanpa adaya rasa kepedulian dari 

pemerintah dalam menyadari bahwa pemerintah merupakan badan publik yang 

memiliki kewajiban dalam menyampaikan dan memberikan informasi kepada 

masyarakatnya.
5
 

Seluruh badan publik baik lembaga eksekutif, legislative, yudikatif atau 

lembaga lain yang berhubungaan dengan penyelenggaraan negara termasuk salah 

satu diantaranya yaitu perguruan tinggi wajib untuk menjalankan dan 

melaksanakan regulasi terkait tentang Keterbukaan informasi publik. Era 

keterbukaan informasi perlu disikapi secara positif di tataran pendidikan tinggi 

karena mandat yang diletakkan pada pendidikan tinggi adalah untuk 

melaksanakan tiga pilar utama, yakini pendidikan, penelitian dan pengabdian yang 

dikenal sebagai tri dharma perguruan tinggi. Lewat tiga pilar ini maka perguruan 

tinggi sudah seharusnya melayani kepentingan negara dan masyarakat sekaligus 
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para civitas akademika. Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan 

tanggungjawab tersebut maka perguruah tinggi harus memposisikan transparansi 

informasi kepada publik sebagi suatu unsur mutlak yang wajib untuk 

diselenggarakan.
6
 

Untuk menjalankan dan melaksanakan ketentuan dari pasal 20 ayat 2 dan 

pasal 58 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik, maka perlu menetapkan suatu regulasi peraturan pemerintah tentang 

pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan dari Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaaan 

informasi publik yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah 

daerah untuk dapat melaksanakan atau mengimplementasikan dan membentuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi 

publik diatur didalamnya mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh badan publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Setiap badan publik 

diwajibkan untuk dapat membentuk dan menunjuk Pejabat pengelola informasi 

dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan 

layanan informasi secara cepat, tepat, mudah, akurat dan sesuai dengan petunjuk 
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teknis layanan informasi, hal ini berguna untuk menjamin keterbukaan informasi 

publik.
7
  

PPID memiliki tugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik 

yang melakukan pengelolaan, pelayanan, penyediaan dan dokumentasi informasi 

publik, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada 

publik, dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bertanggung jawab (good governance). Sebab esensi dari keterbukaan 

informasi publik yaitu menuntut penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai sarana dalam menerapkan 

pengawasan demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang lebih baik. 

Upaya dalam mendorong keterbukaan informasi publik pada perguruan 

tinggi, khususnya pada Universitas Andalas sebagai lembaga publik pemerintah  

yaitu dengan membentuk Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Pembentukan PPID Universitas Andalas untuk pertama kali dibentuk Tahun 2015 

melalui SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 456/XIII/A/UNAND-2015  

tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan di 

Lingkungan Universitas Andalas 2015. 

Pembentukan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Unand periode selanjutnya yaitu melalui SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 

891/XIV/A/UNAND-2017 tentang Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi 

Pelaksana di Lingkungan Unand Tahun 2017-2019.  
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Sehubungan dengan perkembangan dinamika pengelolaan informasi dan 

perubahan struktur organisasi di lingkungan Universitas Andalas, maka dirasa 

perlu  untuk melakukan perubahan pengaturan informasi publik yang disediakan 

dan diumumkan, dan juga mengenai struktur PPID, maka diterbitkan SK Rektor 

Nomor : 2112/UN16.R/XIV/KPT/2019 tentang PPID Pelaksana di Lingkungan 

Universitas Andalas, sebagai revisi atas peraturan sebelumnya. Dengan regulasi 

tersebut diwajibkan untuk para pelaksana kebijakan untuk dapat trasnparan akan 

informasi publik dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan 

informasi di Universitas Andalas berdasarkan Undang-Undang KIP.  

Sebagai salah satu lembaga publik pemerintah, Universitas Andalas 

memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraaan perguruan tinggi kepada masyarakat luas. Di dalam penelitian 

ini penulis akan mengambil Universitas Andalas sebagai objek penelitian terkait 

pengelolaan informasi publik di perguruan tinggi dikarenakan universitas andalas 

merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar dan terluas di pulau Sumatera 

dengan luas area 500 hektar, dengan jumlah dosen tahun 2020 sebanyak 1.458 

orang dan Jumlah Mahasiswa sebanyak 18.722 orang dan dengan jumlah jurusan 

117.
8
 

Dengan area yang luas serta dengan jumlah dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa yang banyak tentu saja keterbukaan informasi publik sangat 

dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan informasi yang transparan, cepat, akurat 

dan sederhana yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. 
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Salah satu elemen penting dalam tata kelola suatu universitas adalah 

akuntabilitas keterbukaan informasi, Unand diharapkan mampu untuk berinovasi 

dan berkolaborasi di bidang pelayanan informasi publik, serta mampu untuk 

berbenah dan berbuat lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya terhadap 

keterbukaan informasi untuk masyarakat luas. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasii yang diadakan oleh Komisi 

Informasi Pusat pada tahun 2018, Universitas Andalas meraih prediket “Cukup 

Informatif” pada acara penghargaan anugrah keterbukaaan informasi 2018 yang 

diadakan Komisi Informasi Pusat.
9
 Tahun 2019 Universitas Andalas kembali 

meraih predikat “Cukup Informatif” pada acara penghargaan anugrah 

keterbukaaan informasi 2019 yang diadakan Komisi Informasi Pusat, dan pada 

tahun 2020 Universitas Andalas kembali meraih predikat “Cukup Informatif” 

pada acara penghargaan anugrah keterbukaaan informasi 2020 yang kembali 

diadakan oleh Komisi Informasi Pusat, dan terakhir untuk tahun 2021 Universitas 

Andalas berhasil meraih prediket “Menuju Informatif” pada acara penghargaan 

anugrah keterbukaaan informasi 2021 yang diadakan Komisi Informasi Pusat  

Republik Indonesia. 

Berdasarkan dari hasil capaian monitoring dan evaluasi yang telah 

dilaksanakan oleh Komisi Informasi, untuk tahun 2018 sampai tahun 2020  

keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas masih dalam kategori cukup 

informatif dan terakhir untuk tahun 2021 keterbukaan informasi publik di 

Universitas Andalas masih dalam kategori menuju informatif, dan  belum 
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mencapai kategori tertinggi yaitu informatif. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi 

bagi Universitas Andalas, dimana dalam empat tahun terakhir dari capaian hasil 

monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi tidak 

mengalami perubahan yang signifikan. Artinya, tingkat kepatuhan Universitas 

Andalas terhadap UU KIP masih rendah. Mengingat pentingnya KIP dalam 

perguruan tinggi, sudah semestinya pelaksanaan terhadap keterbukaan informasi 

di Unand dapat lebih baik lagi sebagaimana tuntutan UU Nomor 14 Tahun 2008. 

Selain itu, Unand pernah dianggap tidak transparan oleh sejumlah 

mahasiswa, hal ini dapat dilihat dari sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi 

demonstrasi pada saat perayaan dies Natalies Unand ke 65 tahun. Dalam aksi 

orasinya, massa mahasiswa mendesak pihak rektorat untuk dapat lebih transparan 

dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa soal perubahan status 

Universitas Andalas dari Perguruan Tinggi BLU ke Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum.
10

 

Untuk kategori informasi yang harus disediakan perguruan tinggi adalah 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yaitu informasi 

berkala, tersedia setiap saat dan serta merta..
11

 Namun melalui observasi awal 

yang peneliti lakukan, ditemui kondisi dimana media informasi PPID yaitu 

website PPID Universitas Andalas yang merupakan salah satu sistem informasi 

yang dibangun oleh PPID Unand sebagai bentuk dalam menjalankan kewajiban 

terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik yang masih mempublish ketiga 

informasi tersebut dengan baik.  
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Untuk informasi yang disajikan melalui laman website PPID dapat dilihat 

bahwa informasi yang disajikan belum lengkap, serta masih ada beberapa 

informasi yang tidak dapat diakses atau ditampilkan, terutama untuk informasi 

yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan 

setiap saat masih terlihat hanya beberapa. 

 

Gambar 1.1 Tampilan Portal PPID Universitas Andalas Menu Informasi yang 

Wajib Tersedia Setiap Saat. Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada menu rekap daftar informasi 

pada Kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat. Berdasarkan observasi 

awal yang peneliti lakukan, dengan melakukan pemantauan terhadap website 

PPID UNAND, dapat dilihat bahwa pada menu daftar informasi publik yang 

terdiri atas link daftar informasi di Universitas Andalas sebagaimana yang terlihat 

sebagaimana yang terlihat Pada Gambar 1.1 tidak bisat diakses, hal ini 

menunjukkan bahwa PPID Unand masih belum maksimla dalam menjalankan 



 

 

tugasnya dalam rangka mewujudkna keterbukaan informasi publik, salah satunya 

yaitu terlihat dari kurang dimanfaatkannya sarana website yang dimiliki oleh 

PPID. Sementara, website merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengakses informasi. 

 Untuk informasi yang wajib diumumkan serta merta yang terlihat pada 

gambar 1.2 tidak ada data yang dapat diakses sama sekali. 

 

Gambar 1.2 Tampilan Portal PPID Universitas Andalas Menu Informasi yang 

Wajib Diumumkan Serta Merta, Sumber: Dokumentasi Peneliti 

 

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa pada menu rekap daftar 

informasi yang wajib diumumkan serta merta, tidak ada satupun data yang dapat 

diakses sama sekali. Dari observasi awal yang peneliti lakukan dengan melakukan 

pemantauan terhadap website PPID, seperti pada gambar 1.1 dan 1.2 peneliti 

berasumsi bahwa PPID Unand belum secara maksimal dalam menjalankan 

tugasnya dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi, salah 

satunya yakni terlihat dari kurang dimanfaatkannya sarana website yang dimiliki 

PPID, serta secara keseluruhan masih belum menyediakan dan mengumumkan 



 

 

informasi yang wajib tersedia setiap saat, sehingga hal tersebut mengakibatkan 

masyarakat kesulitan dalam mengakses dan mengetahui informasi mengenai 

perguruan tinggi tersebut. 

Implementasi merupakan suatu proses rangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan.
12

 Implementasi kebijakan 

pada prinsipnya merupakan suatu cara aagar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuan dan tidak lebih dan tidak kurang.
13

 Implementasi biasanya terkait dengan 

suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk 

mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.  

Beberapa penelitian tentang kebijakan keterbukaan informasi publik yang 

dilakukan oleh Samsul Arifin
14

, Hisna Caca Hayati
15

, Hasan Basri Mambang, 

Engkus dkk menyimpulkan bahwa Pelaksanaan dari keterbukaan informasi publik 

dengan membentuk PPID telah berjalan, namun belum berjalan efektif, hal ini 

dikarenakan masih terdapat terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi 

Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan untuk penelitian yang peneliti lakukan 

ini berbeda dengan penelitian terdahulu, hal ini terlihat dari rentang waktu 
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Pelajar Hlm : 295 
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penelitian yang peneliti lakukan, lokasi penelitian serta berbagai aspek lainnya 

yang berbeda dari penelitian terdahulu. 

Menurut George Edward III implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi serta 

saling mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. Faktor-faktor tersebut 

perlu ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap implementasi
16

. Implementasi kebijakan menurut George Edward III 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu antara lain komunikasi, sumber daya, 

disposisi/respon, dan struktur birokrasi
17

. 

 Dari hasil observasi awal peneliti, kondisi yang peneliti temukan 

dilapangan, dimana untuk pemutakhiran berkala daftar informasi publik masih 

belum berjalan lancar, hal tersebut terlihat dari website yang jarang diupdate 

sehingga peneliti berasumsi bahwa salah satu faktor penyebab yang menjadikan 

eksistensi PPID Universitas Andalas secara umum masih mengalami berbagai 

kendala dan bahkan terkesan masih belum berjalan sebagaimana yang diharpkan 

yaitu salah satunya adalah karena kekurangan sumberdaya, dimana sumberdaya 

merupakan salah satu aspek penting yang dapat menunjang kinerja PPID Unand. 

Relevan dengan hal diatas, menurut Edward III kegagalan sering terjadi di 

dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumber daya yang 

tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
18

 Sumberdaya 

manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu kendala 

yang dialami oleh PPID Unand.. dilihat dari segi kualitas, PPID Unand belum 
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memiliki operator sendiri yang memiliki keahlias mengelola website yang sampai 

pada saat ini website PPID masih dikelola oleh staf bagian humas Unand. 

Sehingga hal tersebut berimplikasi pada penyediaan informasi yang kurang 

lengkap dan kurang akurat. Untuk segi kuantitas, operator PPID Universitas 

Andalas hanya memiliki delapan orang personil, dimana personil yang dimiliki 

juga mempunyai tugas lain. 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Sub Koordinator Humas dan 

Protokol Unand  

“untuk saat ini memang kita belum memiliki operator khusus yang 

menangani PPID, website PPID saat ini masih dikelola oleh  staf  Bagian Humas 

Universitas Andalas, yang dimana mereka juga memiliki tugas lain” 

 

Relevan dengan hal tersebut diatas, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Usman Noor di dalam jurnal ilmu perpustakaan, informasi, dan 

kearsipam Vol. 7 no.1 dengan judul inisiasi masyarakat informasi di Indonesia 

melalui implementasi keterbukaan informasi publik, penerapan KIP di berbagai 

badan publik di Indonesia mengalami masalah yang serup diantaranya adalah 

masalah SDM.
19

 

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya berupa fasilitas Pendukung 

lainnya juga masih kurang memadai yakni  sumber daya berupa fasilitas 

pendukung juga tidak kalah penting dalam menunjang kinerja PPID di dalam 

mengimplementasikan kebijakan KIP, dimana PPID memiliki kewajiban dalam 

menyediakan sarana dan prasarana dalam layanan informasi kepada masyarakat.. 

PPID universitas Andalas masih belum memiliki ruangan kerja tersendiri, saat ini 
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ruang kerja PPID masih bergabung dengan ruang kerja bagian Humas Unand, 

fasilitas pendukung seperti scanner, komputer dan pendukung lainnya masih 

menggunakan sarana dan prasarana bagian Humas. Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan dari Sub Koordinator Humas dan Protokol Universitas Andalas  

“untuk saat ini belum ada ruang khusus untuk PPID, untuk sementara 

ruang PPID digabung saja dengan ruang humas, nantinya jika ada tamu yang 

berkunjung perihal PPID kita terima dulu di ruang kerja humas ini  ” 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian Faizin dan Mansur di 

dalam jurnal SALAM; jurnal sosial dan budaya Syar-I Vol 5 No 2 dengan judul 

penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 di universitas Islam negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta, menyimpulkan bahwa PPID sebagai pengelola layanan 

informasi publik belum berjalan optimal di dalam memberikan layanan informasi 

publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 yang disebabkan belum 

lengkapnya data pada website dan belum adanya dukungan prasarana, dana, dan 

sumberdaya manusia yg memadai.
20

 

Selain dari segi Sumber Daya, hal lain yang menjadikan PPID di 

Universitas Andalas belum berjalan maksimal yakni dari segi komunikasi yang 

kurang berjalan dengan baik, seperti diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

kebijakan keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas menjalankan dua 

jenis komunikasi, yaitu komunikasi primer, dimana komunikasi yang terjalin 

berupa interaksi langsung kepada sesama anggota PPID, kemudian komunikasi 

                                                           
20 Afwan Faizin dan Ali Mansur “Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta), Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 5 Nomor 2 (2018): 134 



 

 

yang kedua adalah adalah komunikasi sekunder, yaitu komunikasi yang dilakukan 

melalui website PPID Unand https://ppid.unand.ac.id/.   

Dari hasil observasi awal peneliti, peneliti berasumsi bahwa faktor lain 

yang menyebabkan eksistensi PPID Universitas Andalas masih mengalami 

kendala yakni karena komunikasi yang berjalan kurang baik, hal ini dapat dilihat 

dari pertemuan atau rapat koordinasi anggota PPID. Untuk pelaksanaan rapat  

sepanjang tahun 2019  hanya berlangsung satu kali, hal ini dikarenakan rata-rata 

anggota PPID memiliki jabatan lain diluar PPID. Kurangnya sosialisasi dan 

koordinasi yang akhirnya membuat pelaksanaan dari KIP tidak berjalan sesuai 

yang diharapkan.  

Relevan dengan hal tersebut, menurut Edward III komunikasi diartikan 

sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
21

 

Informasi terkait kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 

agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan 

dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut 

sehingga sasaran dna tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
22

 

PPID Universitas Andalas belum dapat dikatakan unit organisasi yang 

permanen tetapi masih bersifat ad-hoc, yang saling terhubung dan saling 

berkoordinasi untuk menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pada 

struktur PPID Universitas Andalas saat ini memiliki rangkap pekerjaan dan 

jabatan pada unit lainya sehingga hal tersebut menimbulkan tumpang tindih 

pekerjaan yang akhirnya menyebabkan kurang fokus dalam menjalankan tugasnya 

                                                           
21 Widodo, Op. Cit, hal : 97 
22 Ibid 



 

 

mengelola dan melakukan pelayanan informasi kepada publik seperti yang terlihat 

pada gambar 1.3. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Struktur PPID Universitas Andalas, Sumber: Dokumentasi 

Peneliti 

 

Berdasarkan pada Gambar 1.3 pada Pada struktur PPID Universitas Andalas saat 

ini masih memiliki rangkap kerja dan jabatan pada bagian lainnya sehingga 

adanya tumpang tindih terhadap pekerjaan yang meyebabkan kurang fokus dalam 

menjalankan tugasnya dalam mengelola dan melakukan pelayanan informasi 

kepada publik. 

Berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan 

oleh Komisi Informasi, Untuk tahun 2018 sampai tahun 2020  keterbukaan 

informasi publik di Universitas Andalas masih dalam kategori cukup informatif 

dan dan terakhir untuk tahun 2021 keterbukaan informasi publik di Universitas 

Andalas masih dalam kategori menuju informatif, dan belum mencapai kategori 

tertinggi yaitu informatif. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pelaksanaan 

terhadap keterbukaan informasi yang mengacu pada UU KIP di Unand masih 

belum berjalan efektif. Pada praktiknya, masih banyak unit yang belum 



 

 

melakukan layanan informasi kepada publik secara optimal, dan masih terkesan 

masih menutupi informasi yang dibutuhkan publik, serta koordinasi dari PPID 

belum berjalan maksimal. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kurangnya 

sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan KIP di Unand. 

Melihat dari beberapa fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang menyebabkan implementasi 

KIP di unand kurang berjalan dengan baik. Melihat pentingnya keterbukaan 

informasi pada perguruan tinggi, peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang mengkaji lebih dalam untuk dapat menganalisa lebih lanjut 

bagaimana implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP di perguruan 

Tinggi khususnya Universitas Andalas sebagai badan publik penyedia informasi 

publik dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak pada fenomena latar belakang, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “apa faktor yang menyebabkan implementasi 

kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Universitas Andalas kurang 

berjalan dengan optimal?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis implementasi UU Nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaaan informasi publik di Universitas Andalas 



 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan administrasi publik, dimana pada penelitian ini terdapat kajian-kajian 

administrasi publik terutama kajian terhadap kebijakan publik. Penelitian ini juga 

berfungsi sebagai bahan acuan atau referensi yang relevan bagi penelitian yang 

selanjutnya, khususnya untuk penelitian terhadap permasalahan yang terkait 

dengan yang penulis lakukan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan untuk 

menambah pengetahuan bagaimana proses dari sebuah kebijakan terutama proses 

dari implementasi kebijakan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu rekomendasi kepada 

Universitas Andalas berupa informasi serta input yang positif terkaitketerbukan 

informasi, serta memberikan informasi tentang implementasi Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP)  pada Universitas Andalas. 
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